ABSTRAK

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum
acara pidana. Sesuai ketentuan Pasal 188 KUHAP Petunjuk adalah perbuatan
kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan
yang lain, maupun dengana tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk hanya dapat
diperoleh dari katerangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penulisan skripsi
ini mengangkat permasalahan mengenai kewenangan hakim dalam memutus
perkara berdasarkan penggunaan alat bukti petunjuk serta kekuatan pembuktian alat
bukti petunjuk dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Penelitian
ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan
adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur.
Metode analisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa alat bukti merupakan elemen yang
paling pentig dalam proses pembuktian perkara pidana yang berfungsi untuk
memberikan keyakinan kepada hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, serta
dapat menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan yang ada pada
terdakwa. Dalam memutuskan perkara pidana, setiap hakim diwajibkan untuk
menguasai aspek yudisial terkait proses persidangan. Sebelum mengeluarkan
putusan, hakim terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan, menjalankan proses
peradilan, dan akhirnya memutuskan perkara tersebut. Petunjuk sebagai alat bukti
tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa, petunjuk tetap
terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Maka dari itu agar alat bukti
petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang cukup maka harus didukung dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang lainya.
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